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Abstract: The goal of this research is to find out the efforts of social media platforms to 

tackle copyright infringement on unauthorized uploads of films and to find out the legal 

protection of copyright holders of cinema films through unauthorized uploads. This 

research uses normative legal research methods that use descriptive research properties 

that describe the answers to problems regarding film copyright on content uploaded on 

platforms without permission. The type of research in this study is normative vagueness 

using a statutory approach and conceptual approach. The results of this thesis research 

show that: First, the ease of access to social media is utilized by some parties to take 

advantage by uploading pieces of feature films so that other users can enjoy for free. 

Social media has provided terms of use by including prohibitions on copyright 

infringement to users so that social media has the right to make efforts by giving warnings 

to violating users and then temporarily disabling user accounts to permanent account 

closure. Other users can also report acts of copyright infringement to be immediately 

followed up by the relevant social media platform. Second, the protection provided to 

film copyright holders is preventive and repressive protection. Preventive protection is 

the protection in the form of recording creations and closing or blocking sites that commit 

copyright infringement, especially piracy of films or cinematography or illegal sites. 

Repressive protection is the government's cooperation with the cyber police to investigate 

illegal sites and sanction individuals or perpetrators who violate copyright by providing 

sanctions in accordance with Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya platform media sosial 

untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas unggahan tanpa izin film dan untuk 

mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop melalui 

unggahan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 

menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan jawaban atas 

permasalahan mengenai hak cipta film pada konten yang diunggah diplatform tanpa izin. 

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah kekaburan norma dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian skripsi ini 

menunjukkan bahwa: Pertama, Kemudahan akses media sosial dimanfaatkan beberapa 

pihak untuk mengambil keuntungan dengan mengunggah potongan-potongan film layar 

lebar sehingga pengguna lain dapat menikmati secara gratis. Media sosial telah 

memberikan ketentuan penggunaan dengan mencantumkan larangan pelanggaran hak 

cipta kepada pengguna sehingga media sosial berhak untuk melakukan upaya dengan cara 

memberikan peringatan kepada pengguna yang melanggar lalu menonaktifkan akun 
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pengguna sementara hingga penutupan akun permanen. Pengguna lain juga dapat 

melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta agar segera ditindak lanjuti oleh platform 

media sosial terkait. Kedua, Perlindungan yang di berikan terhadap pemegang hak cipta 

film yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yakni adanya 

perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang 

melakukan pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan terhadap film atau 

sinematografi atau situs illegal. Perlindungan represif yaitu pemerintah melakukan 

kerjasama dengan polisi cyber untuk melakukan penyelidikan atas situs illegal serta 

memberikan sanksi terhadap oknum atau pelaku yang melakukan pelanggaran atas hak 

cipta dengan memberikan sanksi yang sesuai peraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

Kata Kunci: Hak Cipta; Film; Media Sosial.  

 

1. Pendahuluan  

Kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi internet telah memberi 

pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta 

termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di mana menurut Pasal 1 Ayat (1) 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa dengan 

adanya hak cipta seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak 

Ciipta pada dasarnya adalah hak meinggandakan, meingadaptasii atau meinghasi ilkan suatu 

ciiptaan. Hak Ci ipta meiliiputi i hak eikonomi i (eiconomi ic ri ights) dan hak moral (moral riights). 

Peirliindungan hak ci ipta beirsiifat otomati is dan ti imbul seiteilah suatu ci iptaan di iwujudkan 

dalam beintuk nyata. Keimajuan pada jeiniis hak ci ipta yang beigiitu ceipat dan salah satunya 

pada peirfiilman atau si ineimatografii. Si ineimatografii biisa di ibuat dalam pi ita vi ideio, piita 

seilui id, kaseit viideio, atau teimpat khusus laiin yang dapat di igunakan untuk meinyiimpan dan 

meimpeirtunjukan karya teirseibut di i biioskop, ruang siineima, teileiviisii, teiateir atau teimpat 

laiinnya. Peilanggaran te irhadap Hak Ci ipta teilah meimbawa dampak keirugiian yang cukup 

beisar bagii piihak-piihak yang beirsangkutan. Keirugiian moriil dan mateiriiiil yang di itiimbulkan 

akiibat adanya peimbajakan si ineimatografii iinii diipeirki irakan meincapai i triiliiunan rupi iah. Fiilm 

seibagaii karya si ineimatografii waji ib di iliindungi i keibeiradaannya seibagai imana yang 

teircantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 teintang Hak Ci ipta.  

Peirliindungan hukum te irhadap karya-karya i inteileiktual manusiia sangat pe inti ing 

meingiingat karya-karya yang masuk dalam li ingkup HKIi meirupakan hasi il kreiati iviitas 
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iinteileiktual manusiia yang lahi ir darii proseis yang sangat panjang, de ingan peingorbanan 

beirat, bai ik darii seigii waktu, te inaga dan bi iaya, beigiitu juga peirliindungan hukum te irhadap 

hak ci ipta si ineimatografii. Hak Ci ipta siineimatografii meimiiliikii tujuan peirli indungan yai itu 

guna meinceigah adanya pi ihak laiin untuk meimanfaatkan suatu karya ci ipta dari i seiorang 

Peinciipta karya teirseibut bai ik seicara sah atau tanpa hak de ingan tujuan untuk ke ikayaan 

priibadii maupun komeirsiial. Tiindakan yang meimiiliikii tujuan komeirsiial dapat me imbeirii 

dampak neigati if teirhadap HKIi seirta dalam keigi iatan peinci iptaannya yang bi iasa di ikeinal 

deingan iisti ilah peimbajakan Hak Ci ipta.  

Kondiisii seipeirti i yang teilah diijeilaskan di i atas ti idak dapat di ibiiarkan beirlarut-larut. 

Zaman meimang seimaki in maju, teiknologii meimang seimakiin harii seimakiin teirdeipan, teitapii 

kiita harus seigeira bi isa meingatasii hal teirseibut kareina banyak hak peinci ipta fi ilm yang teilah 

diirugiikan oleih para peimbajak, teirleibiih lagii para peimbajak juga meingambi il keiuntungan 

darii fiilm yang di iunggahnya pada si itus streiami ing yang di iseidiiakannya. Peirmasalahan 

teintang peirliindungan HKIi beirkaiitan deingan hak ci ipta, bai ik iitu dalam biidang seinii, i ilmu 

peingeitahuan dan sastra sangat pe inti ing untuk di iteigakkan. Peinjeilasan di i dalam Undang 

Undang Hak Ci ipta sudah di iteirangkan teintang peinciipta dan ci iptaan. Seisuaii Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 te intang Hak Ci ipta, di ijeilaskan bahwa peinci ipta meirupakan 

seiorang ataupun beibeirapa orang yang seicara seindiirii maupun beirsama-sama 

meinghasi ilkan suatu ci iptaan yang baru seirta meimiiliikii siifat khas priibadi i. Seidangkan 

ciiptaan adalah seitiiap karya ci ipta dalam bi idang i ilmu peingeitahuan, seinii dan sastra yang 

diibuat atas i inspi irasi i, pi ikiiran, keimampuan, i imaji inasi i, keiteirampi ilan, atau keiahli ian yang 

diieikspreisiikan dalam beintuk nyata. Namun, keibeiradaan Undang Undang Hak Ci ipta seicara 

nyata beilum juga bi isa meimbeindung adanya peilanggaran hak ci ipta yang teirjadi i, teirutama 

meilaluii unggahan kei iinteirneit.  

Maraknya peinyiiaran i illeigal dan peilanggaran hak ci ipta di i Iindoneisiia yang 

diilakukan masyarakat meiniimbulkan keireisahan teirhadap peinciipta karya. Kurang kuatnya 

aturan hukum yang beirlaku meimbuat masyarakat ti idak takut ataupun je ira deingan 

tiindakan peilanggaran hak ci ipta seibuah karya fi ilm. Hal iinii diikareinakan keisadaran di irii 

masyarakat untuk me inghargaii karya ci ipta yang masi ing reindah deingan seicara sadar 

meinyeibarluaskan karya fi ilm seicara cuma-cuma di i beirbagai i siitus weib peinyeidiia layanan 

streiami ing, padahal peirbuatan meinggunggah fi ilm biioskop tanpa seiiiziin peinciipta 
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meirupakan suatu peirbuatan yang ti idak di ipeirbolahkan. Hal te irseibut meimungki inkan 

meirugiikan peinciipta fi ilm bi ioskop, kareina masyarakat yang tadi inya ti idak meingeitahuii iisii 

darii fiilm teirseibut meinjadi i tiidak teirtariik meinonton di i biioskop kareina sudah me ingeirtii iisii 

darii fiilm teirseibut.  

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah diiuraiikan dii atas, sangat peinti ing peineirapan 

peirliindungan hukum te irhadap karya fi ilm beirdasarkan Undang Undang Hak Ci ipta dan 

Undang Undang Iinformasi i dan Transaksi i Eileiktroni ik untuk meimbeiriikan peirliindungan 

hukum teirhadap peinci ipta. Atas dasar landasan latar be ilakang masalah te irseibut, peinuli is 

teirtariik untuk meingkaji i leibiih dalam masalah Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran 

Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial. 

 

2. Metode 

Peineiliitiian i ini i meinggunakan jeiniis peineiliitiian hukum normati if atau doktri inal. 

Peineiliitiian normati if adalah suatu proseis untuk meineimukan suatu aturan hukum, pri insi ip-

priinsi ip hukum, maupun doktri in-doktriin hukum guna meinjawab iisu hukum yang di ihadapii. 

Seidangkan, Diitiinjau dari i seigii siifatnya peineili itiian iinii beirsiifat deiskriipti if anali itiis yai itu 

meinggambarkan jawaban atas pe irmasalah meilaluii hasiil darii peineiliitiian peinuli is. 

Meinganali isa peirmasalahan yang ada me ilaluii bahan hukum yang teilah di ikumpulkan 

keimudi ian diiolah seirta di isusun deingan beirlandaskan konseip-konseip yang di igunakan. Tiipei 

peineiliitiian i inii adalah keikaburan norma, yai itu keiadaan di i mana norma sudah ada te itapii 

tiidak meimiiliikii artii yang je ilas atau norma teirseibut meiniimbulkan leibiih dari i satu makna 

yang meimbuat norma teirseibut kabur/ ti idak jeilas.  

 Peineiliitiian i inii meinggunakan peindeikatan peirundang-undangan (statutei approach), 

peindeikatan yang di ilakukan deingan meineilaah seimua peiraturan peirundang-undangan yang 

beirsangkut paut deingan peirmasalahan (iisu hukum) yang seidang di ihadapi i. Peinuli is juga 

meinggunakan peindeikatan konseiptual (conceiptual approach), yai itu peindeikatan yang 

beirpiijak keipada peiraturan yang ada de ingan pandangan-pandangan dan doktri in-doktriin 

yang teilah beirkeimbang dalam duniia i ilmu hukum. Untuk jeiniis bahan hukum ada dari i 

beibeirapa sumbeir: Bahan hukum pri imeir, Bahan hukum se ikundeir, Bahan hukum te irsiieir. 

Teikniik peingumpulan bahan hukum pada peineiliitiian hukum normati if yang di ilakukan 

peinuli is deingan cara peineiliitiian keipustakaan (li ibrary reiseiarch). Peinuli is, dalam hal i inii 
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meingumpulkan peineiliitiian atas sumbeir-sumbeir atau bahan-bahan teirtuli is beirupa buku-

buku karangan para sarjana dan ahli i hukum yang beirsiifat teiroriitiis iilmiiah yang beirkaiitan 

deingan masalah yang akan di ibahas dalam peinuli isan skriipsi i iinii. Teikniik peingolahan data 

yang diigunakan adalah li ibrary reiseiarch, yai itu meincarii landasan teioriitiis darii peirmasalahan 

peineiliitiian deingan cara me imbaca buku, meimpeilajari i liiteiratur yang beirhubungan deingan 

peineiliitiian hukum i ini i, juga peinuli isan i ilmiiah, peiraturan peirundang-peirundangan, dan 

seibagaiinya yang seilanjutnya di iolah dan diirumuskan seicara si isteimatiis. 

 

3. Upaya Platform Media Sosial untuk Menanggulangi Pelanggara Hak Cipta atas 

Unggahan Tanpa Izin Film  

Peirkeimbangan duni ia si ineimatografii yang maki in peisat saat i inii dan banyaknya ti indak 

piidana peinguduhan bai ik seicara onli inei maupun langsung, meimbuat peinci ipta meinjadii 

reisah untuk meinuangkan i idei kreiati ifiitas meireika. Keireisahan yang ti imbul dari i peinciipta 

yaiitu keitiika hasi il karya si ineimatografiinya di iniikmati i banyak orang seicara grati is, deimiikiian 

juga pada orang yang me ilakukan peinguduhan teirhadap hasi il karya tanpa se ibeilumnya 

meimpeiroleih i iziin meingunggah dan meindapatkan keiuntungan darii tiindakannya, akan 

teitapii teilah meirugiikan piihak laiin/peinciipta kareina dalam peimbuatan karya 

siineimatografiinya di ini ikmatii banyak orang seicara grati is, deimiikiian juga pada orang yang 

meilakukan peingunduhan te irhadap hasi il karya tanpa se ibeilumnya me impeiroleih i iziin 

meingunggah dan meindapatkan keiuntungan darii tiindakannya, akan teitapii teilah meirugiikan 

piihak. Meingunggah fi ilm bi ioskop tanpa i iziin peimiiliik hak ci ipta atau peimeigang hak ci ipta 

fiilm adalah beintuk peilanggaran hak ci ipta. Peilanggaran te irseibut teirmasuk dalam ruang 

liingkup hak ciipta khususnya karya si ineimatografii yang teilah diijeilaskan di i dalam Pasal 40 

huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te intang Hak Ci ipta. Meireikam cupli ikan 

fiilm bi ioskop dii meidi ia sosi ial teirmasuk ti indakan i iiileigal yang jeilas diilarang ole ih hukum dii 

Iindoneisiia. 

 Keimajuan teiknologi i iinformasi i dan teileikomuni ikasi i yang peisat ki ini i meinci iptakan 

ruang kreiati iviitas diigiial seicara luas dan tanpa batasan. Di i biidang multi imeidi ia seindiirii, ti idak 

seidiikiit ciiptaan yang di imodi ifiikasi i dan diigunakan deingan ti idak seisuaii. Dari i seimua meidiia 

baru, si itus jeijariing sosi ial seipeirtii Iinstagram, YouTubei, Faceibook dan Meidi ia Sosiial teilah 

meinghasi ilkan publi isiitas pali ing banyak di iantara akadeimiisii dan meidiia sosi ial laiinnya. 

Peinggunaan meidiia sosi ial teintu saja tiidak leipas darii dampak posi itiif dan neigati ivei yang 
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diidapatkan, bai ik dampak langsung ke ipada peinggunanya atau pi ihak laiin teirkaiit deingan 

kontein meidiia sosi ial teirseibut. Iinteirneit pun dapat beirpeiran meinjadii peidang beirmata dua1, 

hal i inii diikareinakan seilaiin meimbeiriikan kontri ibusi i bagii keimajuan dan peiniingkatan 

keiseijahteiraan peiradaban manusi ia, i inteirneit juga akan me injadii sarana eifeikti if teirciiptanya 

suatu peirbuatan me ilawan hukum. Akan te itapii feinomeina yang mne ijadii suatu 

peirmasalahan sampai i saat iinii dan beilum teirseileisaiikan i ialah tiidak leipasnya peilanggaran 

hak ci ipta karya si ineimatografi i dii meidiia sosi ial. Meinghiitung banyaknya jumlah fi ilm yang 

diiproduksi i seitiiap tahunnya, te intunya meiniingkatkan keiantusi iasan masyarakat se irta dapat 

meimbeiriikan keiuntungan bagi i peinciipta teirseibut. Namun di i beibeirapa peirmasalahan yang 

teirjadii dii masyarakat, dapat di iteimukan peinyeibaran karya fi ilm tanpa li iseinsi i reismi i yang 

diilakukan meilaluii meidiia sosi ial.  

 Meidiia Sosi ial meinjadii salah satu teimpat banyaknya teirdapat peilanggaran hak ci ipta 

fiilm deingan cara me ireikam ulang fiilm teirseibut keimudi ian di i unggah pada akun me idiia 

sosi ial teirseibut. Ti indakan peireikaman dan peinyeibarluasan Fi ilm di i Biioskop meilaluii meidiia 

sosi ial tanpa i iziin (seicara i illeigal) i inii dapat meimbeirii “bocoran” yang meinurunkan mi inat 

masyarakat untuk me inonton seicara langsung suatu karya Fi ilm di i biioskop seihiingga 

poteinsi i keiuntungan yang seiharusnya diiteiriima peinci ipta dan atau peimeigang Hak Ci ipta darii 

Fiilm teirseibut meinjadi i tiidak maksiimal. Keirugiian Hak Eikonomi i yang di ialamii oleih 

peinciipta dan atau pe imeigang Hak Ci ipta i iniilah yang dapat me injadii dasar gugatan ganti i 

rugii keipada peilaku ti indakan peilanggaran Hak Ciipta Fi ilm atau Peimbajakan Fi ilm di i 

Biioskop meilaluii meidiia sosi ial. Peireikaman dan peinyeibarluasan i itu teirjadii kareina 

keisadaran masyarakat sangat re indah meingeinai i hak ci ipta.2 Beirhubungan deingan 

peinyeibaran teirseibut, deingan peimanfaatan meidi ia sosi ial dapat meimpeirmudah seiseiorang 

untuk meimpeiroleih keibutuhan akan hi iburan. Seilaiin dapat di iakseis deingan mudah, 

peimanfaatannya dalam peinggunaan hasi il karya manusi ia yang meirupakan bagi ian darii 

beinda i immateiriial i ini i juga dapat deingan ceipat di iakseis tanpa peirlu waktu lama untuk 

 
 1 Djaja Ermansyah. 2010. Penyelsaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Jakarta: Pustaka Timur. Hlm. 9 

 2 Tiara Arfiana. 2019. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Melalui Aplikasi Media 

Sosial. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor 2 Volume 6. 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/28443/27419. Diunduh pada 21 

Februari 2023. Hlm.2 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwjAqrySgqH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fjom.unri.ac.id%2Findex.php%2FJOMFHUKUM%2Farticle%2Fdownload%2F28443%2F27419&psig=AOvVaw3AynukJJiAFGDqi0X8uURE&ust=1681273788239925
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meinunggunya.3 Salah satu contoh be intuk peinyeibaran atau peinyiiaran tanpa i iziin teirseibut 

adalah meingunggah karya ci ipta fiilm tanpa i iziin dii meidiia sosi ial Iinstagram, Faceibook dan 

seijeiniisnya. Diimana hal teirseibut meirupakan peingunggahan yang seicara i illeigal diilakukan.  

 Peinyeibarluasan te irhadap karya fi ilm kei meidiia sosi ial dapat me ilanggar hak 

eikonomi is darii peinci ipta fiilm dan peimeigang hak ci ipta fiilm. Hak eikonomi i beirdasarkan 

UUHC adalah hak eiksklusiif peinciipta atau peimeigang hak ci ipta untuk me indapatkan 

manfaat eikonomi i atas ci iptaan. Deingan deimi ikiian peimanfaatan seicara eikonomi i darii 

peimeigang hak ci ipta untuk me indapatkan ni ilaii eikonomi is darii haknya teirseibut di iliindungii 

undang-undang. Neigara dapat di irugiikan deingan adanya peinyeibarluasan fi ilm kei meidiia 

sosi ial i inii, kareina ji ika fi ilm di iseibarkan di i meidi ia sosi ial banyak masyarakat pasti i leibiih 

meimiiliih untuk meingunduh fi ilm yang di i sharei di i meidiia sosi ial agar mudah dan grati is hal 

iinii teintu dapat meirugiikan neigara kareina deingan adanya orang yang me inyeibarluaskan 

fiilm kei meidiia sosi ial seicara grati is dapat meimbuat peindapatan darii peinciipta dan peimeigang 

hak ciipta iitu beirkurang yang akan beirdampak pada peimbayaran pajak untuk fi ilm.   

Seilaiin iitu, peinyeibaran fi ilm meilaluii meidiia sosiial juga meilanggar hak moral. Hak moral 

meirupakan peinghargaan moral yang di ibeiriikan masyarakat keipada seiseiorang kareina 

orang teirseibut teilah meinghasi ilkan suatu karya ci ipta yang beirmanfaat bagi i masyarakat 

dan dapat di iniikmati i oleih masyarakat. Niilaii moral i inii pun tiidak dapat diiniilaii atau 

diiganti ikan deingan uang, te itapii beirupa peimbeiriian keikuasaan atau weiweinang teirteintu 

keipadanya untuk meilakukan seisuatu dan orang lai in ti idak dapat deingan seisukanya untuk 

meingambi il ataupun meingubah karya ci ipta mi iliik seiseiorang teirseibut meinjadii atas 

namanya.4 Hak moral dapat me imbeiriikan peiran keipada sang peinciipta untuk me ilarang 

seitiiap orang untuk me ingubah atau meingurangi i hasi il darii ciiptaannya tanpa se iiiziin sang 

peinciipta teirseibut. Hak moral me imiiliikii konseikueinsi i yang teirus di ileikatkan seicara abadi i 

teirhadap di irii peinci ipta seihiingga meinyeibabkan hak moral i itu beirlaku tanpa batas waktu 

 
 3 Soedjono Dirdjosisworo. 2000. Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan 

Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek). Bandung : Mandar Maju,  Hlm.56 

 4 OK Saidin. 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Hlm.74 
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keicuali i peirubahan atas suatu ci iptaan yang di iseisuaiikan deingan keibutuhan masyarakat.5 

Hak moral sama seikali i tiidak meingandung niilaii eikonomi is.  

 Hubungan hukum antara Me idiia Sosi ial deingan Undang – Undang Nomor 28 

Tahun 2014 i ialah Meidiia Sosi ial meinjadii sarana te impat para peingguna me inciiptakan 

kontein dan seitiiap peingguna teirseibut meimiiliiki i hak ci ipta akan kontein – kontein yang 

diiunggah beirdasarkan si isteim Useir Geineirateid Conteint teirseibut. Maka peirtauran 

peirundang – undangan lah yang akan me injadi i peingi ikat keiduanya.  

 Oleih kareina i itu sudah seiharusnya Meidi ia Sosi ial harus meilakukan ti indakan teigas 

untuk meinanggulangi i peirmasalahan peilanggaran hak ci ipta fiilm di i platform meireika. Saat 

iinii peineirapan si isteim peinanggulangan peilanggaran hak ci ipta pada meidi ia sosi ial masiih 

cukup leimah. Adanya keimudahan dan keiuntungan yang di ipeiroleih darii peinggunaan meidiia 

sosi ial iinii, teintunya seimakiin meiniingkatkan mi inat peingguna yang meinggunakan si itus 

iinteirneit beirbasi is Useir Geineirateid Conteint (UGC).6 Hal i inii teirjadii kareina ti ingkat 

peingawasan beirjalan le ibiih lambat dariipada jumlah peingguna yang justru se imakiin 

meiniingkat, seihiingga suli it untuk meingontrol para peingguna agar ti idak me ilanggar 

keiteintuan yang beirlaku. Teirleibiih lagii kontein darii suatu si itus iinteirneit beirbasi is Useir 

Geineirateid Conteint (UGC) tiidak lagii diimonopoli i oleih peingeilola, meilaiinkan dapat di ibuat 

oleih para peinggunanya. Adanya fasi iliitas yang meimbeiriikan keibeibasan bagi i peingguna 

untuk meingeilola konte innya seindiirii meinjadii peiluang bagi i peingguna untuk dapat 

meingunggah kontein apapun se isuka hati inya, bai ik i itu kontein yang beirmanfaat sampai i 

kontein yang beirmuatan peilanggaran Hak Ci ipta. Oleih kareina i itu, suatu konte in di i siitus 

beirbasi is Useir Geineirateid Conteint (UGC) i inii sangat rawan untuk di iiisii deingan kontein-

kontein yang meilanggar Hak Ci ipta. Hal i iniilah yang me injadii tiitiik leimah dari i siitus yang 

beirbasi is Useir Geineirateid Conteint (UGC) teirseibut.  

 Keileimahan peirliindungan Hak Ci ipta di i siitus beirbasi is Useir Geineirateid Conteint 

(UGC) teirbuktii deingan banyaknya kasus pe ilanggaran Hak Ci ipta yang te irjadii dii siitus 

 
 5 Rida Ista Sitepu. 2022. ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta 

Sinematografi di Aplikasi Telegram”. Jurnal Rechten:Riset Hukum & Hak Asasi Manusia, Nomor 1 

Volume 4. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/92/88/. Diunduh pada 23 Februari 2023 hlm. 28 

 6 Nurul rifdah anwar. 2021. Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izindari 

Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User generated content (UGC) . Skripsi. Makassar : Universitas 

Hasanuddin, Hlm.4  

https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/92/88/
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teirseibut, contohnya seipeirtii kasus yang peirnah teirjadii dii beibeirapa si itus beirbasi is Useir 

Geineirateid Conteint (UGC), yai itu Teileigram dan Ti iktok. Kasus peilanggaran Hak Ci ipta di i 

siitus beirbasi is UGC yang saat iinii meinjadii sorotan i ialah Teileigram dan Ti iktok. Pada siitus 

Teileigram seiorang peingguna dapat meinyeibarkan atau me ingunggah suatu karya di igiital 

beirupa fiilm atau drama se icara beibas tanpa me imeirlukan peirseitujuan dari i piihak yang 

meimproduksii fiilm dan drama te irseibut, seihiingga peingguna laiin yang i ingi in meiniikmatii 

fiilm dan drama ti idak peirlu untuk meingunjungi i siitus reismi i.7 Kasus seirupa juga te irjadii 

pada si itus Tiiktok, pada platform i inii banyak seikali i diijumpai i peilanggaran Hak Ci ipta. 

Platform i inii meimbeiriikan keibeibasan peinggunanya untuk me ingunggah vi ideio deingan 

durasi i pali ing ceipat 15 de itiik dan pali ing lama 10 Meiniit. Banyak peingguna Ti iktok yang 

meingunggah cupli ikan dari i suatu fiilm dan drama. Bahkan ti idak hanya cupli ikan, teitapii 

banyak juga yang meingunggah iisii fiilm atau drama teirseibut sampaii seileisai i tanpa iiziin darii 

peinciipta atau peimeigang Hak Ci ipta. 

 Platform meidi ia sosi ial seibagaii wadah peinyeibarluasan kontein te ilah meimiiliikii 

keiteintuan peinggunaan atau panduan komuni itas. Bi iasanya teirdapat beibeirapa aturan dalam 

keiteintuan teirseibut yang mana salah satunya adalah larangan me ingunggah konte in yang 

meingaduk peilanggaran hak ci ipta. Teitapii dalam beibeirapa keiteintuan teirseibut masiih 

teirdapat aturan yang be ilum jeilas meilarang peinyeibaran fiilm yang di ireikam ulang se irta 

dalam peineirapannya te irkadang teirdapat beibeirapa meidiia sosi ial yang hanya me imbeiriikan 

peiriingatan atau sanksi i lai in keipada peingguna ji ika teilah ada pi ihak laiin yang me ilaporkan 

peilanggaran yang di ilakukan. Oleih kareina i itu, harus ada peineigasan seirta keijeilasan 

keiteintuan peinggunaan agar se ilaras deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku 

teirutama meingaii hak ci ipta fiilm dan UU IiTEi. Deingan di ibuatnya aturan me ingeinaii 

keibiijakan yang di ibeirlakukan ole ih pi ihak Meidiia Sosiial. Keibiijakan teirseibut di iatur dalam 

Keiteintuan peinggunaan atau syarat pe ingguna yang harus di iseitujui i peingguna seibeilum 

meinggunakan Meidiia Sosi ial teirseibut. Keiteintuan peinggunaan beiriisii aturan-aturan yang 

harus di ipatuhi i oleih peingguna Meidiia Sosi ial, aturan teirseibut salah satunya be irupa 

peirseitujuan peingguna untuk me ingunggah kontein yang ti idak meilanggar Hak Ciipta seipeirtii 

meingunggah kontein mi iliik seindiirii atau kontein mi iliik orang laiin yang teilah meimeiroleih iiziin 

darii peinciipta atau pe imiiliik Hak Ci ipta darii kontein yang di iunggah. Adanya Keiteintuan 

 
7 Ibid, hlm.5 
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peinggunaan yang di ibuat oleih Meidiia Sosiial meini imbulkan hubungan hukum antara pi ihak 

Meidiia Sosi ial dan peingguna, hal i inii kareina Keiteintuan peinggunaan meimuat aturan-aturan 

yang harus diitaati i oleih peingguna seibeilum meinggunakan Meidiia Sosi ial. Apabi ila peingguna 

meinyeitujui i hal teirseibut, maka dalam hal i inii sudah lahi ir peirjanji ian antara Me idiia Sosi ial 

dan peinggunanya. Seihiingga peingguna Meidiia Sosi ial meimiiliikii keiwaji iban untuk meimatuhii 

iisii darii Keiteintuan peinggunaan, ji ika suatu saat peingguna meidiia sosi ial tiidak meintaati i salah 

satu aturan yang di iatur dalam Keiteintuan peinggunaan, maka peingguna dapat di ikatakan 

teilah meilakukan wanpreistasii atau diiseibut juga i ingkar janji i.  

 Adapun keiwaji iban Meidiia Sosi ial apabi ila peinggunanya teilah meilakukan 

peilanggaran atas i isii peirjanji ian yang di ituang dalam Keiteintuan peinggunaan, i ialah deingan 

meimbeiriikan peiriingatan te irleibiih dahulu keipada peingguna untuk meimbeiriitahu bahwa 

kontein yang peingguna unggah te ilah meilanggar keiteintuan peinggunaan atau panduan 

komuni itas, keimudiian pi ihak meidiia sosi ial dapat meilakukan peinutupan akun peingguna 

seimeintara di imana peingguna masi ih diibeiriikan keiseimpatan untuk meingeilola akun apabi ila 

peilanggaran ti idak teirbukti i meilaluii proseis bandi ing, hi ingga  peinutupan seicara peirmanein 

dan meilakukan peinariikan kontein yang meilanggar Hak Ci ipta yang diiunggah oleih 

peingguna. Seibeinarnya, ti idak seimua kontein peinyeibarluasan fiilm meirupakan peilanggaran 

hak ci ipta. Dii dalam Undang-Undang Hak Ci ipta yang beirlaku di i Iindoneisi ia, beibeirapa hal 

diiatur seibagai i diianggap ti idak meilanggar hak ci ipta. Teirtuang pada pasal 43 UUHC 

meingeinaii Peimbatan Hak Ciipta huruf d di iseibutkan bahwa peimbuatan dan peinyeibarluasan 

kontein Hak Ci ipta meilalui i meidiia teiknologi i iinformasi i dan komuni ikasi i yang beirsiifat ti idak 

komeirsiial dan / atau meinguntungkan Peinciipta atau piihak teirkaiit, atau Peinciipta teirseibut 

meinyatakan ti idak keibeiratan atas peimbuatan dan peinyeibarluasan teirseibut. Peimakaiian 

ciiptaan ti idak di ianggap seibagaii peilanggaran hak ci ipta apabi ila sumbeirnya di iseibut atau 

diicantumkan deingan jeilas dan hal i itu di ilakukan teirbatas untuk keigiiatan yang beirsiifat 

nonkomeirsiial teirmasuk untuk keigiiatan sosi ial, mi isalnya, keigiiatan dalam li ingkup 

peindiidiikan dan i ilmu peingeitahuan, keigiiatan peineiliitan dan peingeimbangan, deingan 

keiteintuan ti idak meirugiikan keipeinti ingan yang wajar dari i peinci iptanya.8 Oleih kareina i itu, 

apabiila potongan fiilm yang di iseibarkan pada meidiia sosi ial bukan beirtujuan komeirsiil maka 

 
 8 Nur Khaliq Khussamad Noor, Winner Sitorus dan Hasbir Paserangi. 2019. “Perlindungan 

Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin.”“Riau Law 

Journal”, Nomor 1 Volume. 3, https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7328/6541.  

Diunduh pada 1 Februari 2023. Hlm.133 

https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7328/6541
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tiidak meinjadii peilanggaran hak ci ipta dan hal i inii peirlu peirhati ian leibiih keitat oleih pi ihak 

meidiia sosi ial dalam me ilakukan fiilteir teirhadap akun-akun yang meinggunakan konte in 

peinyeibarluasan potongan fi ilm meireika seibagai i tujuan komeirsiil atau ti idak. 

 Peirlu adanya keirjasama antara pi ihak meidiia sosi ial deingan peingguna agar 

peinanggulangan peilanggaran hak ci ipta i inii dapat beirjalan deingan opti imal. Peingguna laiin 

yang meirasa teilah te irdapat peilanggaran hak ci ipta pada seibuah kontein dapat me ilakukan 

reiport teirhadap konte in hi ingga akun yang meinyeibarluaskan fiilm layar leibar seicara i ileigal 

meilaluii akun meireika. Pi ihak meidiia sosi ial juga harus le ibiih ceipat tanggap dan be irhati i-hati i 

dalam meilakukan peineigakan keiteintuan peinggunaan seihiingga ti idak seilalu me inuggu ada 

reiport darii peingguna lai in keimudi ian meimbeiri ikan sanksi i keipada peingguna yang te ilah 

meilakukan peilanggaran hak ci ipta. 

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Melalui 

Unggahan Tanpa Izin  

Meimaknaii peirliindungan hukum dapat di iartiikan seibagaii suatu upaya yang di ianugeirahkan 

keipada suatu subyeik hukum te irteintu oleih neigara meilaluii diibeintuknya seirangkai ian 

peiraturan peirundang-undangan yang akan di ibeirlakukan seibagaii hukum neigara leingkap 

deingan keibeiradaan sanksi i yang beirfungsii seibagai i ancaman dan di iharap mampu 

meindatangkan deiteireincei eiffeict bagii para peilaku nya. Ci iptaan yang di iliindungi i oleih hak 

ciipta yang meirupakan obje ik hak ci ipta pada dasarnya adalah karya ci ipta di ibiidang i ilmu 

peigeitahuan, seinii, dan sastra yang wujudnya be iraneika macam.9 Peirliindungan hukum 

dalam beintuk hukum posiitiif akan meinjamiin keipasti ian, keimanfaatan, dan keiadi ilan hukum 

seibagaiimana tujuan di ibeintuknya hukum. 

 Peilanggaran hak ci ipta atas ci iptaan fiilm atau karya si ineimatografii dapat teirjadii 

dalam beintuk peinggandaan atau peinayangan karya te irseibut tanpa i iziin. Keirugi ian yang dii 

deiriita peinciipta atau peimeigang hak ci ipta leibi ih beirdiimeinsi i eikonomi i, yai itu hiilangnya 

keiseimpatan untuk me indapatkan keiuntungan dari i manfaat eikonomi i ciiptaan. Ancaman 

peilanggaran dapat me ingarah pada karya fi ilm seicara utuh seibagai i satu keisatuan, atau 

dapat juga meinyangkut seibagiian darii eileimein fiilm teirseibut. 

 
 9 Rachmadi Usman. Op. Cit. Hlm.46 
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 Peimbajakan hak ci ipta fiilm leibiih teipatnya fiilm bi ioskop seidang marak te irjadi i saat 

iinii, peilanggaran beirupa unggahan fi ilm atau peireikaman fiilm saat peinayangan di i biioskop 

seiteilah iitu di iseibar meilalui i siitus atau weibsi itei seicara i illeigal dan mudah untuk di idownload 

atau di iunduh seicara grati is seihiingga meinyeibabkan keirugiian pada peimeigang hak ci ipta 

teirseibut. Beirlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 te intang Hak Ci ipta 

meirupakan peinyeimpurnaan yang di ilakukan teirhadap undang-undang seibeilumnya. 

Tujuan peinyeimpurnaan i inii teintunya di iarahkan pada peirliindungan yang leibiih bai ik yang 

diibeiriikan teirhadap peinci ipta dan ci iptaannya.10 Dii dalam pasal Undang Undang i inii, 

peinciipta meindapatkan peirliindungan seicara me inyeiluruh untuk me indapatkan 

peirliindungan hukum pi idana maupun peirdata. 

Undang Undang Hak Ci ipta, meimbeiriikan peirliindungan bagi i peimeigang hak ci ipta yaknii: 

1. Peirliindungan Hukum Preiveinti if   

Peirliindungan hukum preiveinti if meirupakan beintuk i impleimeintasii yang diibeirlakukan dalam 

meinunjukkan peirliindungan agar dapat me inyampai ikan peindapat seibeilum peimeiriintah 

meimbeirii keiputusan. Weiweinang peimeiriintah dalam me imbeirlakukan peimbeiriian 

peirliindungan hukum preiveinti if iinii agar dapat meinghi indarii beintuk peilanggaran yang akan 

teirjadii, khususnya te irhadap beibeirapa hal yang masi ih meindapatkan peirliindungan peinuh 

mulai i darii hak ci ipta yang te irmasuk dalam aspeik karya si ineimatografi i atau fiilm, 

seibagaiimana aturan te irseibut juga di ibeirlakukan dalam Undang Undang. Upaya pre iveinti if 

meirupakan keigiiatan yang be irtujuan untuk meinceigah teirjadi inya ti indakan peinggandaan 

karya ci ipta si ineimatografi i.  Upaya peinceigahan yai itu deingan meingkaji i undang-undang 

atau peiraturan  peimeiriintah deingan cara me impeirbeirat hukuman orang atau badan yang 

meilanggar karya ci ipta seirta di itiindak teigas seisuai i Undangundang No. 28 Tahun 2014 

teintang Hak Ci ipta yang di isana ada keiteintuan pi idana yang meimbeirii peirliindungan keipada 

peinciipta atau  peimeigang Hak Ci ipta dan meilakukan sosi iali isasi i dii masyarakat untuk 

 
   10 Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty dan Agustina Balik. 2021. “Perlindungan 

Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram.” TATOHI: Jurnal Ilmu 

Hukum, Nomor 4 Volume 1. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611/0. Diunduh pada 15 

Maret 2023 hlm. 351. 

https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611/0
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meinumbuhkan keisadaran dalam di irii masyarakat akan peinti ingnya meinghargai i karya ciipta 

orang laiin.11 

 Peimeiriintah teilah meilaksanakan upaya preiveinti if guna meinceigah ti indak pi idana 

peilanggaran atas hak ci ipta yaknii meimbeirlakukan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 

teintang Hak Ci ipta yang beiriisiikan peirliindungan meingeinaii hak ci ipta dan me imbuat 

Peiraturan Beirsama Meinteirii Hukum dan Hak Asasi i Manusi ia Nomor 14 Tahun 2015 dan 

Meinteirii Komuniikasi i dan Iinformati ika Nomor 26 Tahun 2015 te intang Peilaksanaan 

Peinutupan Kontein dan/atau Hak Akse is Peingguna Peilanggaran Hak Ci ipta dan/atau Hak 

Teirkaiit dalam Si isteim Eileiktroniik, yang teirkai it peilanggaran Hak Ci ipta dalam si itus 

download grati is, di i mana pada Pe iraturan teirseibut dalam pasalnya me injeilaskan beibeirapa 

peilanggaran si itus yang dapat di i blokiir oleih peimeiriintah yaiitu teirdapat pada Pasal 10 Ayat 

(1), yang beiriisii “beirdasarkan hasi il veiriifiikasi i laporan di iteimukan cukup bukti i dan diianggap 

meimeinuhii unsur peilanggaran Hak Ci ipta dan/atau Hak Te irkai it, ti im veiriifi ikasi i meimbuat 

reikomeindasi i yang beirupa peinutupan seibagiian atau seiluruh kontein yang me ilanggar Hak 

Ciipta dan/atau Hak Teirkai it dalam si isteim eileiktroniik atau meinjadiikan layanan si isteim 

eileiktroniik ti idak dapat di iakseis”. Pasal 15 juga me inyeibutkan “peinutupan konte in dan/atau 

hak akseis peingguna yang meilanggar hak ci ipta dan/atau hak te irkai it di iumumkan dalam 

laman reismi i keimeintri ian yang meinyeileinggarakan peimeiriintahan dii biidang komuni ikasi i dan 

iinformatiika meilaluii Jeindeiral Apli ikasi i Iinformati ika”. Keiteintuan dalam aturan te irseibut, 

meingatur bahwa apabi ila suatu peilanggaran teirbukti i meimeinuhii unsur peilanggaran Hak 

Ciipta maka peimeiriintah dalam hal i inii Meinteiri i biidang Hukum dan Hak Asasi i Manusi ia 

seirta Meinteirii biidang Komuni ikasi i dan Iinformati ika dapat meilakukan peinutupan seibagiian 

atau seiluruh kontein dan me injadiikan layanan si isteim eileiktroniik ti idak dapat di igunakan.  

 Peinutupan kontein dan atau hak  akseis i inii juga dapat di igunakan seibagai i upaya 

preiveinti if untuk meimeirangi i para peimbajak fiilm. Seihiingga keitiika nanti inya keimeinteiriian 

hukum dan HAM meilaluii bantuan reikomeindasi i beirdasarkan peilaporan yang masuk 

ataupun peingamatan langsung dari i Diitjein Keikayaan Iinteileiktual maupun peingamatan 

langsung darii keimeinteiriian teirkaiit dapat meimeiriintahkan keimeinteiriian bi idang komi info 

 
 11 Dena Tiffany Mahesa. 2020. “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak 

Moral Dalam Pemutaran Film di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi oOleh Pengguna Aplikasi 

Sosial Media Instagram (Instastory).” Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, No. 1 Vol. 7, 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27262   Diunduh pada 1 Februari 2023. 

Hlm.9 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27262
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untuk meilakukan peinutupan kontein, kanal/meidi ia dan/atau hak akseis peingguna yang teilah 

sah di iteintukan meilanggar keiteintuan Hak Ci ipta dan/atau Hak Teirkaiit di idalam li ingkup 

siisteim beirbasi is eileiktroni ik/ di igiital.12 Dalam peilaksanaan peinutupan akun atau pe inariikan 

kontein peilanggaran Hak Ciipta peinciipta, peimeigang Hak Ci ipta, peimiili ik hak teirkaiit, 

peimeigang li iseinsi i Hak Ci ipta atau hak teirkai it, Leimbaga Manajeimein Koleikti if Nasi ional 

atau Leimbaga Manajeimein Koleikti if, asosi iasi i yang meindapat kuasa atau pi ihak laiin yang 

meindapat kuasa dapat me ilaporkan keiluhannya kei meinteirii deingan meilampi irkan bukti i-

bukti i bahwa meimang teilah teirjadii peilanggaran Hak Ci ipta atas kontein teirseibut. 

 Seilaiin iitu, teirteira juga pada Pasal 54 Undang Undang Hak Ci ipta, beirbunyii “untuk 

meinceigah peilanggaran Hak Ci ipta dan Hak Teirkaiit meilaluii sarana beirbasi is teiknologii 

iinformasii, Peimeiriintah beirweinang meilakukan: Peirtama, Peingawasan te irhadap 

peimbuatan dan peinyeibarluasan kontein peilanggaran Hak Ci ipta dan Hak Teirkai it; Keidua, 

Keirja sama dan koordi inasi i deingan beirbagai i piihak, bai ik dalam maupun luar neigeirii dalam 

peinceigahan peimbuatan dan peinyeibarluasan konte in peilanggaran Hak Ci ipta dan Hak 

Teirkaiit; Keitiiga, peingawasan te irhadap ti indakan peireikaman deingan meinggunakan me idiia 

apapun teirhadap Ci iptaan dan produk Hak Teirkai itdi i teimpat peirtunjukan”. 

 Seilanjutnya Pasal 55 Ayat (1), be irbunyi i “seitiiap orang yang me ingeitahuii 

peilanggaran Hak Ci ipta dan/atau Hak Teirkai it meilaluii siisteim eileiktroniik untuk peinggunaan 

seicara komeirsiial dapat me ilaporkan keipada Meinteirii”. Diilanjutkan deingan Pasal 56 Ayat 

(1), yai itu “Meinteiri i yang meinyeileinggarakan urusan pe imeiriintahan di i biidang 

teileikomuni ikasi i dan i informati ika beirdasarkan reikomeindasi i seibagai imana di imaksud dalam 

Pasal 55 Ayat (3) dapat me inutup kontein, dan/atau hak akse is peingguna yang me ilanggar 

Hak Ci ipta dan/atau Hak te irkaiit dalam si isteim eileiktroniik dan meinjadiikan layanan si isteim 

eileiktroniik ti idak dapat di iakseis”. 

 Pasal dalam Undang Undang di i atas dapat me ineirangkan guna me inceigah dan 

peirliindungan teirhadap peilanggaran hak ci ipta meilaluii sarana teiknologi i atau unggahan 

meilaluii siitus iilleigal. Deingan deimiikiian pi ihak yang beirweinang atas peiran yang di imiiliikii 

heindaknya meinjalankan tugas se irta meimbeiriikan peingawasan peinuh agar dapat 

 
 12 Ahmad M. Ramli. 2018 “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014” online document, http://docplayer.info/storage/70/6231381/62131381.pdf. 

Diakses pada 5 Maret 2023, hlm. 17 

http://docplayer.info/storage/70/6231381/62131381.pdf
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meinghiindarii teirjadiinya peinyeibaran kontein tanpa adanya pe irseitujuan dari i piihak 

seisungguhnya. Seirta meimbuat beibeirapa pi ihak teirkaiit juga i ikut agar dapat me ilakukan 

keirjasama, agar ti idak teirjadii peireikaman atau unggahan atas fi ilm meilalui i meidiia apapun 

diibiioskop tanpa iiziin. Upaya preiveinti if laiinnya, peimeiriintah meilaksanakan peincatatan 

ciiptaan, seisuaii Pasal 56 Ayat (1), be iriisii “Peincatatan Ci iptaan dan produk Hak Te irkai it 

diiajukandeingan Peirmohonan seicara teirtuli is dalam bahasa Iindoneisiia oleih Peinciipta, 

Peimeigang Hak Ci ipta, Peimiiliik Hak Teirkaiit, atau Kuasanya keipada Meinteirii” 

2. Peirliindungan Hukum Reipreisiif 

Peirliindungan hukum reipreisiif iialah upaya peirliindungan akhi ir seipeirtii diibeiri ikannya sanksi i 

yaknii deinda, kurungan peinjara, hukuman tambahan yang di ipeiruntukkan jiika teirjadi i 

seingkeita atupun sudah me ilakukan seibuah peilanggaran. Dalam kai itan deingan 

peirliindungan hukum teirhadap karya ci ipta si ineimatografii maka keigiiatan peineigakan 

hukum i inii meirupakan keigiiatan yang cukup pe inti ing, kareina peirliindungan hukum tanpa 

peineigakan hukum yang bai ik ti idak akan ada arti inya.13 Seilaiin i itu, peirliindungan i inii juga 

diimaksudkan untuk meincarii seibuah ragam untuk me inyeileisaiikan seingkeita guna 

meimpeirtahankan beirbagai i hak yang peinciipta mi iliikii. Peirliindungan reipreisiif teirtuang di i 

Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 te intang Hak Ci ipta, yai itu 

“Meinteirii yang meinyeileinggarakan urusan peimeiriintahan di i biidang teileikomuni ikasi i dan 

iinformatiika beirdasarkan reikomeindasi i seibagai imana di imaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) 

dapat meinutup kontein, dan/atau hak akseis peingguna yang meilanggar Hak Ciipta dan/atau 

Hak teirkaiit dalam si isteim eileiktroniik dan meinjadiikan layanan si isteim eileiktroni ik tiidak dapat 

diiakseis”. 

 Beintuk peirliindungan Reipreisiif yang di ilakukan oleih peimeiriintah yai itu meimbeirii 

sanksi i teirhadap peilanggaran hak ci ipta. Sanksi i admi iniistrati if yang akan diijatuhkan keipada 

peilanggar hak ci ipta khususnya dalam ke igiiatan peimbajakan fiilm biiasanya meingacu pada 

keiteintuan peirundangan yang beirlaku, dapat beirupa deinda, peimbeikuan hiingga peincabutan 

seirtiifiikat dan/atau i iziin usaha, peingheinti ian seimeintara peilayanan admi iniistrasi i, dan 

keimungki inan dapat beirupa peinutupan si itus, atau peinutupan akun me idiia sosi ial 

 
 13 Dena Tiffany Mahesa. Op. Cit. Hlm.10 
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peilaku.14Seidangkan peinyeileisaiian teirteira di idalam Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2015 te intang Hak Ci ipta, di iseibutkan, “peinyeileisaiian seingkeita hak ci ipta 

dapat di ilakukan meilalui i alteirnati if peinyeileisai ian seingkeita, arbiitrasei atau peingadiilan”. 

Pasal i inii meirupakan teirobosan yang teirteira di i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. 

Peinciipta dapat juga me ingajukan gugatan ganti i rugi i diiranah Peingadi ilan Ni iaga meingeinaii 

hak ciipta. 

 

5. Penutup 

Piihak meidiia sosi ial teilah meimbeiriikan keiteintuan peinggunaan deingan me incantumkan 

larangan peilanggaran hak ci ipta keipada peingguna seihiingga meidiia sosi ial beirhak untuk 

meilakukan upaya deingan cara me imbeiriikan peiri ingatan keipada peingguna yang me ilanggar 

lalu meinonakti ifkan akun peingguna seimeintara hi ingga peinutupan akun pe inggun 

peirmanein.  Seilaiin i itu, peingguna laiin dapat me ilaporkan ti indakan peilanggaran hak ci ipta 

yang teirdapat pada se ibuah kontein yeing di iseibar di i meidiia sosi ial seihiingga dapat seigeira 

diitiindak lanjuti i oleih platform me idiia sosiial teirkai it. Platform meidiia sosi ial heindaknya 

meilakukan peinyeilarasan keiteintuan peinggunaan deingan Peiraturan peirundang-undangan 

yang beirkai itan deingan peilanggaran hak ci ipta fi ilm seirta harus adanya ke irjasama antara 

platform meidiia sosi ial deingan peimeiriintah untuk me ilakukan ti indakan yang le ibiih teigas 

dalam iimpleimeintasii peiraturan bagi i peilanggar hak ci ipta yang meireikam dan meingunggah 

fiilm seicara i ileigal. Meidiia sosi ial harus leibiih seileikti if dalam meineintukan konte in yang 

meilakukan peilanggaran hak ci ipta kareina teirdapat batasan meingeinai i kontein yang 

diiseibarluaskan ji ika ti idak beirsiifat komeirsiil dan ti idak meindapat keibeiratan dari i peinci ipta 

diianggap ti idak meilanggar hak ci ipta. 

 Peirliindungan preiveinti if yang di ilakukan peimeiriintah yai itu meimbeiriikan 

peirliindungan beirupa peincatatan ci iptaan dan peinutupan atau peimbloki iran si itus yang 

meilakukan peilanggaran hak ci ipta, khususnya peimbajakan teirhadap fi ilm atau 

siineimatografii atau si itus i illeigal. Adapun peirli indungan reipreisiif yang di ilakukan oleih 

 
 14 Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, 2016. “Perlindungan Hukum 

Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan 

Film Streaming Gratis di Internet Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 

Diponegoro Law Journal. Nomor 3 Volume 5. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384. Diunduh pada 20 Maret 2023, hlm. 7 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384
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peimeiriintah yai itu meilakukan keirjasama deingan poli isii cybeir atau duni ia maya untuk 

meilakukan peinyeiliidi ikan atas si itus i illeigal dan peirliindungan reipreisiif i ini i meimbeiriikan 

sanksi i teirhadap oknum atau pe ilaku yang meilakukan peilanggaran atas hak ci ipta deingan 

meimbeiriikan sanksi i yang seisuaii peiraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 te intang 

Hak Ci ipta. Sarannya pe imeiriintah meilaluii keimeinteiriian Hukum dan HAM he indaknya 

meilakukan kampanyei teirkaiit deingan keisadaran peinti ingnya hak ci ipta yang le ibiih masiif 

dan meirata dalam masyarakat, agar masyarakat i ikut andi il dalam meiliindungi i karya hak 

ciipta teirutama karya si ineimatografii. Seilaiin i itu, pi ihak bi ioskop juga leibi ih teigas dalam 

meingheinti ikan ti indakan peireikaman di ibiioskop deingan meimbeiriikan i informasi i seibeilum 

tayangan di imulai i meingeinaii hak ci ipta seirta deingan leibiih meimpeirhati ikan peinonton 

meilaluii CCTV atau pe injagaan langsung dalam studi io agar meinghiindari i teirjadiinya 

tiindakan peireikaman fi ilm. 
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